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ABSTRAK
Praktik Gratifikasi dalam Pelayanan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kota Surabaya: Studi Perspektif Teori Strukturasi

ABDUL MAIN

Studi ini bertujuan untuk (1) memahami proses terjadinya praktik gratifikasi secara
sistemik dalam pelayanan nikah yang dilakukan oleh agency penghulu dan masyarakat di
tengah menguatnya kontrol sosial dan struktur hukum antikorupsi; dan (2) memahami
peran dualitas antara agen-struktur tersebut sejauh mana keduanya saling memengaruhi
terjadinya (menstrukturasi) praktik gratifikasi pelayanan nikah yang berulang dalam
keajegan praktik sosial.

Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif-fenomenologis menggunakan
perspektif teori strukturasi Anthony Giddens. Dengan perspektif dimaksud, penelitian ini
berusaha memahami definisi sosial praktik gratifikasi yang melibatkan hubungan dualitas
agency penghulu-masyarakat dengan struktur dominasi, struktur signifikasi dan struktur
legitimasi yang saling memengaruhi terjadinya praktik gratifikasi dalam pelayanan nikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, praktik gratifikasi pelayanan
nikah terjadi secara sistemik dan berulang terus karena adanya interaksi dualitas antara
agen-struktur. Penghulu sebagai agen:memainkanstruktur dominasi kepenghuluan yang
melekat dalam dirinya sendiri-sebagai power-driven =untuk mengondisikan supaya
masyarakat yang membutuhkan legalitas nikah- darinya memberi uang jasa. Sebagai
pemegang otoritas tunggal “yang berwenang- mengeluarkan, surat nikah, keberadaan
penghulu sangat dibutuhkKan masyarakat sehingga: masyarakt .rela membayar lebih atas
pelayanan nikah yang diberikan oleh penghulu. Selain karena butuh, masyarakat muslim
juga tidak punya pilihan-lain ke--mana hendak melegalkan: pernikahan kalau tidak ke
penghulu. Kedua, penghtilu_ menggunakan strategi untuk mendapatkan alasan justifikasi
yang kuat untuk tetap-melakukan gratifikasi, dengan cara:‘(a) membiarkan kondisi KUA
tetap carut-marut dengan manajemen ala kadarnya dan mengabaikan jumlah penghulu
yang minim agar tidak- memperbanyak jumlah™ pembagi uang .gratifikasi. Karena ada
distribusi uang gratifikasi- yang harus masuk; ke dalam struktur, birokrasi baik untuk
menambal kekurangan biaya operasional KUA ‘maupun untuk.kepentingan pribadi para
birokrat, maka secara struktural praktik:gratifikasi ditoleransi: (b) nabok nyilih tangan
yaitu mengutip biaya tambahan pelayanan nikah melalui tangan-tangan modin; (c) mutung
atau boikot melayani nikah bedolan untuk menunjukkan-‘posisi tawar mereka, bahwa
keberadaannya sangat dibutuhkan-:oleh- masyarakat..-‘Karena pelayanan nikah bedolan
adalah kebutuhan masyarakat untuk memenuhi tuntutan tradisi, maka membayar lebih
kepada penghulu tidak menjadi soal. Justru kalau penghulu menolak melayani nikah
bedolan, sama halnya dengan melawan tradisi masyarakat yang karenaya kemudian bisa
menimbulkan chaos atau kekacauan. Oleh karena itu maka strategi mutung ternyata
ampuh untuk memengaruhi kehadiran negara dalam pelayanan nikah, di mana pemerintah
mengakomodasi tuntutan penghulu untuk mendapatkan imbalan yang sah atas profesinya
melalui terbitnya PP. No. 48/2014 jo. PP. No. 59/2015. Terbitnya PP tersebut secara
yuridis hendak menghentikan praktik gratifikasi dalam pelayanan nikah, karena uang
gratifikasi dari masyarakat telah diganti dengan pendapatan resmi yang berasal dari negara.
Tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa setelah menerima imbalan resmi dari negara
lantas penghulu tidak mau menerima gratifikasi. Faktanya adalah, struktur legitimasi
hukum formal tidak mampu berbuat banyak berhadapan dengan tradisi masyarakat. Ada
atau tidak adanya larangan dari struktur hukum formal, praktik gratifikasi dalam pelayanan
nikah tetap terjadi di atas landasan justifikasi kultural.

Kata-kata kunci: Gratifikasi, Gratifikasi Pelayanan Nikah, Pelayanan Nikah, Penghulu,
Teori Strukturasi.
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